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Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan kebijakan
pendidikan islam tentang penggunaan dana BOS. Penelitian ini menggunakan
metode studi literatur dengan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan
menganalisis sumber-sumber relevan terkait fokus penelitian. Sumber data
diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademis yang diterbitkan
dalam 10 tahun terakhir, dengan menggunakan database online yaitu Google
Scholar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna mengidentifikasi
tema-tema utama dan tren dalam penelitian terkait. Hasil analisis menunjukkan
bahwa penggunaan dana BOS ditujukan untuk seluruh biaya operasional rutin
sekolah, sedangkan biaya pembangunan tidak berasal dari BOS. Penyalahgunaan
dalam pengelolaan dana BOS banyak dijumpai di beberapa daerah, kasus yang
paling sering terjadi adalah penggelembungan jumlah siswa, penyalahgunaan
dana, bahkan pemalsuan data dan pemberitaan yang seringkali termasuk surat
kabar mengenai penyelewengan dana BOS. Hal ini juga bisa dipicu oleh sistem
yang ada saat ini, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat,
sehingga menyebabkan tujuan dari subsidi BOS itu sendiri menjadi kurang dan
cenderung mengurangi kegunaannya. Untuk itu diperlukan tindakan preventif
dari setiap lembaga dan elemen bangsa ini demi kemajuan dan pengelolaan dana
BOS yang efektif.
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PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lajut dari Program
Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun
1998-2003, dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan pada
kurun 2003-2005. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua
peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26.866.992 siswa
sekolah dasar, yang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan Program BOS, satuan
pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik,
terutama mereka yang miskin.

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka
menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin
yang memiliki keterbatasan akses memperoleh pendidikan berkualitas, hal ini disebabkan
antara lain karena mahalnya biaya pendidikan (Hestina & Melinda, 2022). Disisi lain, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa
setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. melibatkan hal tersebut maka
pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat
pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Kenaikan
harga BBM beberapa tahun belakangan akan menimbulkan kekhawatiran menurunkan
kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan
semakin sulit dipenuhi kebutuhan biaya pendidikan (Ta’dung et al., 2022).

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan memerdekakan biaya pendidikan bagi siswa
yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung
pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Melalui program ini,
pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk
membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.
BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid
(Waluyo et al., 2023). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan kebijakan

pendidikan islam tentang penggunaan dana BOS.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan sistematis untuk
mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber relevan terkait fokus penelitian. Sumber
data diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademis yang diterbitkan dalam 10
tahun terakhir, dengan menggunakan database online yaitu Google Scholar. Kriteria inklusi
dan eksklusi diterapkan untuk memastikan relevansi dan kualitas studi yang diulas. Data yang
terkumpul dianalisis secara kualitatif guna mengidentifikasi tema-tema utama dan tren dalam

penelitian terkait.

HASIL DAN DISKUSI
Pengertian dan Landasan Umum Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan PP NOmor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat. Dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi tiga jenis yaitu biaya
satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi
peserta didik. PP Nomor 48 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun, tanggung jawab pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (Domai, 2010).

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan sumber dana yang utamanya
digunakan untuk membiayai pengeluaran nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar dan
menengah dalam pelaksanaan program wajib belajar. Selain itu, dana ini dapat digunakan
untuk mendukung berbagai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
ditetapkan (Sjioen & Ludji, 2020). Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah diawasi
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaannya, distribusi dan
manajemen dana BOS harus mengikuti pedoman yang tertuang dalam Buku Petunjuk Teknis
Penggunaan dana BOS, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Agama, yang merupakan kementerian teknis yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan dan manajemen program BOS (Widyatmoko & Suyatmini, 2017).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan ke berbagai sekolah, baik yang diurus oleh
pemerintah maupun swasta, guna mendukung pembiayaan beragam kebutuhan operasional
sekolah. Bantuan ini melibatkan pembayaran gaji bagi guru dan karyawan, penyediaan
kebutuhan pembelajaran seperti buku dan peralatan tulis, serta pembiayaan untuk keperluan

lain seperti listrik, air, dan pemeliharaan bangunan sekolah. Pencairan Dana BOS dilaksanakan
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oleh bendahara sekolah setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, dan dapat
dilakukan sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga saldo minimum yang telah ditentukan sesuai
peraturan yang berlaku. Manajemen Dana BOS diinginkan agar dapat dilakukan secara
transparan dan akuntabel, yang berarti bahwa pengelolaan dana tersebut diketahui oleh semua
pihak yang terlibat di lingkungan sekolah (Rahayuningsih, 2021). Pengelolaan secara
akuntabel yaitu di dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan
setiap penggunaan dana BOS kepada pemerintah dan masyarakat. Pentingnya transparansi dan
akuntabel dalam penggunaan dana BOS merupakan salah satu cara untuk menjalankan program
dana BOS dengan lancar dan mendapatkan kepercayaan dari pihak terkait serta masyarakat
sekitar karena, masyarakat sebagai pera penting dalam pelaksanaan pendidikan. Akuntabilitas
dalam manajemen pendanaan pendidikan di sekolah berarti, bahwa penggunaan dana sekolah
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Fitri, 2014).
Berdasarkan Juknis tahun 2016, penggunaan dana BOS hanya dapat digunakan untuk
membiayai 13 komponen belanja/kegiatan yaitu (1) Pengembangan perpustakaan; (2) Kegiatan
penerimaan peserta didik baru; (3) Kegiatan pembelanjaan dan ekstrakurikuler; (4) Kegiatan
ulangan dan ujian; (5) Pembelian bahan habis pakai; (6) Langganan daya dan jasa; (7)
Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah;(8) Pembayaran honorarium bulanan; (9)
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;(10) Membantu peserta didik
miskin;(11) Pembiayaan pengelolaan sekolah;(12) Pembelian dan perawatan perangkat
komputer; dan (13) Biaya lainnya, jika seluruh komponen 1 sampai dengan 12 telah terpenuhi
pendanaannya dari BOS. Sedangkan untuk Juknis tahun 2017, penggunaan dana BOS hanya
dapat digunakan untuk membiayai 11 komponen belanja/kegiatan (Pontoh et al., 2020).
Pengelolaan dana BOS yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS, yang didalamnya mengatur (1)
mekanisme penganggaran dana BOS, (2) pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS, serta (3)
pertanggungjawaban dana BOS. Sasaran penerima dana BOS berdasarkan petunjuk teknis
(juknis) tahun 2016 adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB, baik
negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan
menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, harus memiliki izin operasional
(Tinggogoy, 2023). Keuangan sekolah dipantau dengan baik, namun penegakan hukumnya
tidak seragam di semua sekolah. Faktor-faktor seperti kondisi fisik sekolah, letak geografis,
dan persepsi masyarakat terhadap sekolah akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam

mengelola keuangan sekolah. Semakin erat aktivitas yang dibutuhkan masyarakat, sekolah
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dengan kebutuhan publik yang lebih tinggi dalam mengelola keuangan juga sangat digemari
warga (Adriana Hanny Bella Sukma & Alifia Maharani Nasution, 2022).

Suatu kesulitan untuk mengelola dana khususnya di sekolah yaitu tidak mencatat setiap
transaksi dengan baik. Akibatnya setiap kesepakatan tidak ditulis dengan betul apalagi tidak
ditulis sedikit pun maka akan menyebabkan laporan keuangan tidak setara dengan kenyataan
(Nurrochman et al., 2023). Pemerataan, efisidensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
menjadi asas yang perlu dipatuhi dengan mengelola keuangan sekolah. Pengelolaan di sekolah
dasar bukan sekedar menyelenggarakan kelas, alat fisik serta aktivitas sehari-hari, namun juga
menjadikan lingkungan sekolah dan kelas sebagai tempat yang nyaman untuk membantu siswa
belajar (Aliyyah & Abdurakhman, 2016).

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS

Penyalahgunaan dan Penyelewengan Dana

=  Korupsi dan Pungutan Liar: Praktik perlindungan dana BOS, termasuk penggelembungan
harga dalam pengadaan barang dan jasa, serta pungutan pembohong, menjadi masalah
serius. Banyak kepala sekolah yang diminta untuk menyetor sejumlah uang ke pihak
tertentu dengan dalih mempercepat pencairan dana atau sebagai uang administrasi.

= Pelaporan Palsu: Terdapat kasus di mana laporan penggunaan dana BOS dimanipulasi
untuk menutupi penyelewengan, seperti pemalsuan tanda tangan guru untuk laporan honor

(Nugraha et al., 2023).

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

= Tidak Memublikasikan Penggunaan Dana: Sekolah sering kali tidak mempublikasikan
penggunaan dana BOS di papan informasi, yang seharusnya menjadi kewajiban sesuai
petunjuk teknis. Hal ini menciptakan celah bagi praktik penyimpangan.

= Pengawasan yang Lemah: Pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dari pihak dinas
pendidikan seringkali tidak ketat. Kurangnya tenaga administrasi yang khusus mengelola
dana ini juga berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas.

= Terlambatnya Penyusunan RAPBS: Sekolah sering mengalami kesulitan dalam menyusun
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tepat waktu, yang
mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana BOS

= Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Dana: Banyaknya tenaga pengelola di sekolah
tidak memahami sepenuhnya fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS.

Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab penggunaan dana.
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= Sekolah tidak diberikan kemerdekaan/wewenang penuh dalam penggunaan dana BOS,
sehingga tidak bisa membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya buku, harus
ada, dibeli setiap tahun, ditentukan juga oleh dinas pendidikan penerbitnya. Anggaran
diberikan, namun pos-posnya sudah dibatasi dalam aturan. Misalnya ada kerusakan, hanya

sekian persen yang bisa digunakan untuk perbaikan (Muryati, 2016).

Banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi akibat penyalasgunaan dana BOS, seperti kasus
yang terjadi terhadap Kepala SMAN 1 Awayan tersangka korupsi dana BOS. Hal ini
berdasarkan ungkapan Kasi Pidsus Kejari Balangan Herry, bahwa penyelidikan terhadap
kepala sekolah SMAN 1 Awayan dimulai sejak 8 Juni 2017 lalu, total indikasi kerugian negara
dari hasil audit yaitu: Rp 408.426.435(kalimantanpost.com, 2017). Hal serupa juga terjadi
terhadap tiga guru di SMP Negeri 9 Ambon yang melakukan penyelewengan terhadap dana
BOS yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1.282.612.477. Berdasarkan kasus-
kasus tersebut lembaga pendidikan lainnya harus menjadi perhatian yang serius, agar dalam
mengelola dana BOS haruslah sesuai dengan aturan, transparan, serta melibatkan tim termasuk
komite tidak hanya dikelola oleh kepala sekolah sendiri, bendahara ataupun oknum-oknum

tertentu saja.

Solusi Untuk Meningkatkan Pengelolaan Dana BOS
Solusi untuk mengatasi permasalahan tentang pengelolaan dana BOS tersebut, yaitu (Fitri,

2017):

= Peningkatan pelatihan dan kapasitas SDM: Penting untuk memberikan pelatihan kepada
kepala sekolah, bendahara, dan staf lainnya mengenai pengelolaan keuangan, akuntabilitas,
dan transparansi. Pemahaman yang baik tentang fungsi dan tanggung jawab dalam
pengelolaan dana BOS akan mengurangi risiko kesalahan administratif dan administratif.

= Partisipasi stakeholder: melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk
guru, komite sekolah, dan orang tua murid dalam proses perencanaan dan pengawasan
penggunaan dana BOS. Musyawarah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS) harus melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa
kebutuhan sekolah terakomodasi dengan baik.

= Pengawasan yang lebih ketat: Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan
dana BOS perlu diperkuat. Inspektorat dan dinas pendidikan harus melakukan audit secara
berkala untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang
berlaku. Pengawasan yang ketat dapat mencegah perlindungan dana dan meningkatkan

akuntabilitas.
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= Transparansi Melalui Digitalisasi: Mengimplementasikan sistem digital untuk melacak
penggunaan dana, sehingga memudahkan publikasi laporan keuangan. Pengelolaan dana
BOS harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Sekolah wajib mempublikasikan
rencana penggunaan dana, laporan keuangan, dan realisasi anggaran di tempat yang mudah
diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi sekolah atau website resmi. Hal ini dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya ekosistem dana.

= Evaluasi berkala: melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana BOS untuk
menilai efektivitas penggunaan dana serta mencari solusi atas masalah yang muncul selama
proses pengelolaan. Evaluasi ini juga dapat melibatkan masukan dari orang tua murid dan
masyarakat (Intan, 2022).
Dengan mengatasi permasalahan ini, pengelolaan dana BOS yang diharapkan dapat

dilakukan dengan lebih baik, sehingga tujuan utama program ini meningkatkan mutu

pendidikan dapat tercapai secara efektif.

Pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk
Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan
program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan
dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan
artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana
BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat
(Kemendikbud, 2016).
Dana BOS Sekolah harus dikelola dengan cara yang baik melalui langkah-langkah yang
tepat agar tercapainya kesepakatan bersama terkait penggunaan dana BOS. Sehingga sekolah
dapat mendukung keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan (Pebriyanti & Aliyyah,
2024). Diantara langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:
= Dana yang telah dicairkan harus terus digunakan. Sekolah perlu pembelian semua
keperluan belajar, yaitu pembangunan sekolah, membangun kepustakaan, dan
peningkatkan sejahtera guru honorer.

= Melakukan monitoring, hal tersebut dilakukan dapat memastikan akuntabilitas, kejelasan,
serta efisiensi dalam mengelola dana sehingga sekolah dapat berjalan efektif dan

tercapainya tujuan serta sasaran yang diharapkan.
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= Sekolah harus mencari tenaga administrasi dalam mengelola dana BOS termasuk kepala
tenaga administrasi, pelaksana urusan, serta petugas pelayanan khusus sekolah. Sekolah
bisa memberikan pertanggungjawaban dalam menyusun anggaran, mencatat pengeluaran,
serta melaporkan dana sesuai dengan peraturan.

= Rapat diskusi pertemuan kepala sekolah, pendidik, serta tenaga kependidikan untuk
berkumpul membahas strategi terkait pengelolaan dana BOS. Diskusi tersebut membahas
penentuan alokasi dana, evaluasi kebutuhan sekolah, serta rencana penggunaan dana (Silele

et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka analisis pemakalah yaitu, bahwa: salah satu faktor yang
mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya
yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan
yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan
efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam
mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan evaluasi (Wahyuni & Nurwana, 2023). Dalam merencanakan
penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana
pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun
jangka panjang. Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah
menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari
berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah
kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam
satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah
nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya
dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain
asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas

pembebanan.

KESIMPULAN

Mekanisme pencairan BOS awalnya berasal dari pusat, namun sejak pertengahan tahun
2010 dana BOS dialihkan ke pemerintah daerah yang akan menjadi sumber APBD. Jadi saat
ini sekolah tidak menerima dananya langsung dari rekening pusat, melainkan bersumber dari
APBD. Penggunaan dana BOS ditujukan untuk seluruh biaya operasional rutin sekolah,

sedangkan biaya pembangunan tidak berasal dari BOS.
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Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS banyak dijumpai di beberapa daerah, kasus
yang paling sering terjadi adalah penggelembungan jumlah siswa, penyalahgunaan dana,
bahkan pemalsuan data dan pemberitaan yang seringkali termasuk surat kabar mengenai
penyelewengan dana BOS. Hal ini juga bisa dipicu oleh sistem yang ada saat ini, lemahnya
pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga menyebabkan tujuan dari subsidi
BOS itu sendiri menjadi kurang dan cenderung mengurangi kegunaannya. Untuk itu diperlukan
tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen bangsa ini demi kemajuan dan pengelolaan
dana BOS yang efektif, diantaranya solusi yang kami tawarkan adalah kembali mengkaji
kebijakan yang sudah ditetapkan, karena satu kebijakan tidak mungkin langsung cocok pada
pelaksanaan tataran
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